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GUBERNUR SULAWES! TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

. Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya.
umum anggaran pendapatan dan belanja daerah -
berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi dibutuhkan
untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas
anggaran;

b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintal
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013
membutuhkan dokumen standar biaya umum yang
sesuai dengan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menerbitkan pedoman
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-

. SKPD, sehingga standar biaya umum perlu diatur dengan
Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA

UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah Satuan
Biaya Urmnum yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan
anggaran dalam RKA — SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Standar Biaya merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak
dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi
sebagai:

a. batas tertinggi; atau

b. estimasi.



(3) Fungsi Standar Biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

{4) Fungsi Standar Biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui sesuai dengan
harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mermperhatikan
prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas serta mengacu -pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 136) masih
tetap berlaku untuk penyusunan RKA-SKPD pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRET. DAERAH PROVINSI

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 188



